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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 

Nomor: 158 Tahun 1987 

Nomor: 0543b//U/1987 

 

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad 

yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-

huruf Latin beserta perangkatnya.  

- Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian 

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf 

latin: 

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak أ

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ḥa ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 
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 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż Zet (dengan titik ذ

di atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Ṣad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` koma terbalik (di` ع 

atas) 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق 

 Kaf K Ka ك



 

vii 

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

- Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

1. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ـَ

 Kasrah I I ـِ

 Dammah U U ـُ

2. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut: 

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
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.يْ   َْ .. Fathah dan ya Ai a dan u 

.وْ   َْ .. Fathah dan wau Au a dan u  

Contoh: 

J. َََكَتب  kataba 

K. َََفعَل  fa`ala 

L. ََِسُئل  suila 

M. ََكَيْف  kaifa 

N. ََحَوْل haula 

 

- Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

..ىْ .ا.   َْ .. Fathah dan alif 

atau ya 

Ā a dan garis 

di atas 

.ى  َْ .. Kasrah dan ya Ī i dan garis di 

atas 

.و  َْ .. Dammah dan 

wau 

Ū u dan garis 

di atas 

     Contoh: 

 qāla  قَالََ -

 ramā  رَمَىَ -

 qīla  قِيْلََ -

 yaqūlu  يَقوُْلَُ -

 

- Ta’ Marbutah 
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Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

o Ta’ marbutah hidup  

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, 

transliterasinya adalah “t”. 

o Ta’ marbutah mati  

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 

“h”. 

o Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan 

kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu 

ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl  رَؤْضَةُ الَأطْفَال   -

لْمَد يْ نَةُ الْمُنَ وَّرةَُ ا -   al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah 

 talhah   طلَْحَةْ  -

 

- Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, 

tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 

dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. 

Contoh: 

A.  َنَ زَّل  nazzala 

B.  الب ر   al-birr 

 

- Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, 

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: 

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata 

sandang itu. 
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- Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. 

Contoh: 

جُلَُ -  ar-rajulu  الرَّ

 al-qalamu الْقَلَمَُ -

 asy-syamsu الشَّمْسَُ -

 al-jalālu الْجَلالََُ -

 

I. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di 

awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

 ta’khużu تأَخُْذَُ -

 syai’un شَيئَ  -

 an-nau’u النَّوْءَُ -

 inna  إِنََّ -

 

A. Penulisan Kata 

Pada dasarnya, setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan 

kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

 Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha  وَ إ نَّ اَلله فَ هُوَ خَيُْْ الرَّاز ق يَْ  .1

lahuwa khairurrāziqīn 

مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا ب سْم  الله    .2   Bismillāhi majrehā wa mursāhā 
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- Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku 

dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. 

      Contoh: 

 Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil الْْمَْدُ لله  رَب   الْعَالَم يَْ  .1

`ālamīn 

يْم   .2  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm  الرَّحْْن  الرَّح 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain 

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

Contoh: 

F.  ٌيْم  Allaāhu gafūrun rahīm  اللهُ غَفُوْرٌ رَح 

G.  ي ْعًا  Lillāhi al-amru jamī`an /Lillāhil-amru jamī`an  لِل    الأمُُوْرُ جََ 

 

- Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian 

pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 
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MOTTO 

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua 

kali Allah berjanji bahwa : Fa inna ma’al-‘isri Yusra, Inna ma’al ‘usri Yusra”  

“ setiap kesulitan ada kemudahan “ 

(QS. Al-Insyirah 94:5-6) 

“Pelan pasti ku kabulkan segala catatan harapmu tentang masa depan, 

tentang masa terang, kebul jalan ku terjang” 

( Perunggu-gemilang) 

“Seize the day or die regretting the time you lost” 

(Avenged sevenfold-seize the day) 
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ABSTRAK  

Voni Auliya Khasanah, 2026. Analisis Putusan MK NO.135/PUU-

XXII/2024 Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Daerah Perspektif 

Maslahah Mursalah, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, 

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.  

Pembimbing: Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.  

Pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 dianggap sebagai pemilihan umum 

yang terbilang sangat buruk. Hal ini ditandai dengan kematian anggota KPPS yang 

mencapai hingga 894 jiwa dan 5.175 anggota KPPS mengalami sakit. Padahal nilai 

yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu menerapkan untuk setidak-

tidaknya memberikan jaminan perlindungan atau hak untuk hidup bagi masyarakat 

Indonesia. Dari kenyataan tersebut, Yayasan Perludem sebagai pemohon dalam 

perkara ini mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Menanggapi permohonan 

tersebut, Kemudian dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

XXII/2024 mengenai Pemisahan Pemilihan Umum Secara Nasional dan Daerah.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan teori hukum islam maslahah. Bahan hukum penelitian 

terdiri dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh Buku 

ushul Fiqih, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 135/PUU-

XXII/2024), dan UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Data 

sekunder dari literatur ilmiah buku, jurnal, tesis, skripsi, maupun website yang 

relevan, serta doktrin dari pakar hukum mengenai Maslahah Mursalah dalam 

Pemisahan Pemilihan umum. Data tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Kamus Hukum, dan Kamus Besar Bahasa Inggris. Data dianalisis secara deskriptif-

kualitatif dan preskriptif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontruksi Hukum Putusan MK 

No.135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan 

daerah memiliki objek penataan ulang desain keserentakan pemilu dengan 

membedakan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional diarahkan 

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. 

Sementara, pemilu daerah ditujukan untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD 

Kabupaten/Kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tujuannya agenda 

politik nasional dan daerah lebih jelas, dan efektivitas penyelenggaraan pemilu. 

Pemisahan Pemilu Nasional dan daerah dilihat dari implikasinya di sosial politik 

yakni peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat, penguatan sistem 

presidensial, perbaikan kaderisasi dan rekrutmen partai politik, peningkatan fokus 

terhadap isu-isu lokal dan nasional, penyederhanaan beban teknis penyelenggaraan 

pemilu, serta sinkronisasi yang lebih baik antara pembangunan nasional dan 

pembangunan daerah. Dengan demikian, berdasarkan prinsip maslahah mursalah 

dengan tingkat dharuriyat, manfaat yang dihasilkan lebih dominan dibandingkan 

mafsadah yang ditimbulkannya. 

Kata Kunci: Putusan MK, pemisahan pemilu nasional dan daerah, 

maslahah.  
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ABSTRACT  

Voni Auliya Khasanah, 2026, Analysis of Constitutional Court Decision No. 

135/PUU-XXII/2024 Concerning the Separation of National and Regional Elections 

from the Perspective of Maslahah, Mursalah, Constitutional Law Study Program, 

Faculty of Sharia, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 

Supervisor : Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.  

The 2019 simultaneous general elections were considered a disastrous 

election. This was marked by the deaths of 894 KPPS members and the illness of 

5,175 KPPS members. This is despite the values contained in Pancasila and the 1945 

Constitution mandating at least the guarantee of protection or the right to life for the 

Indonesian people. Based on this reality, the Perludem Foundation, as the applicant 

in this case, filed a petition for constitutional review of several provisions in Law 

Number 7 of 2017 concerning Elections and Law Number 8 of 2015 concerning 

Regional Elections. In response to this petition, the Constitutional Court then issued 

Decision Number 135/PUU-XXII/2024 concerning the Separation of National and 

Regional General Elections 

This type of research is a normative juridical research with a statutory 

approach and Islamic legal theory of maslahah mursalah. The legal materials of the 

research consist of primary data, secondary data, and tertiary data. Primary data 

were obtained from the Usul Fiqh Book, the 1945 Constitution, Law Number 7 of 

2017 concerning General Elections, the Constitutional Court Decision (Decision No. 

135/PUU-XXII/2024), and Law No. 24 of 2003 concerning Judicial Power. 

Secondary data from scientific literature of books, journals, theses, undergraduate 

theses, and relevant websites, as well as doctrines from legal experts regarding 

Maslahah Mursalah in the Separation of General Elections. Tertiary data from the 

Big Indonesian Dictionary, the Legal Dictionary, and the Big English Dictionary. 

Data were analyzed descriptively-qualitatively and prescriptively. 

The research concludes that the legal construction of Constitutional Court 

Decision No. 135/PUU-XXII/2024 concerning the separation of national and 

regional elections has the object of restructuring the design of simultaneous elections 

by distinguishing between national and regional elections. National elections are 

directed to elect the President and Vice President, members of the House of 

Representatives (DPR), and members of the Regional Representative Council (DPD). 

Meanwhile, regional elections are aimed at electing members of the Provincial 

DPRD, Regency/City DPRD, as well as regional heads and deputy regional heads. 

The goal is a clearer national and regional political agenda, and the effectiveness of 

election administration. The separation of National and Regional Elections is seen 

from its socio-political implications, namely improving the quality of public political 

participation, strengthening the presidential system, improving cadre formation and 

recruitment of political parties, increasing focus on local and national issues, 

simplifying the technical burden of election administration, and better 

synchronization between national and regional development. Thus, based on the 

principle of maslahah mursalah with the dharuriyat level, the resulting benefits are 

more dominant than the resulting mafsadah. 

Keywords: Constitutional court decision, separation of national and regional 

elections, maslahah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar belakang        

        Pemilihan Umum (Pemilu) adalah fondasi dalam demokrasi modern dan 

instrumen utama bagi rakyat Indonesia untuk menjalankan kedaulatannya secara 

langsung. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang‑Undang Dasar”.1 Pemilu tidak 

hanya kegiatan politik lima tahunan, tetapi amanah konstitusional untuk memilih 

wakil rakyat dan pemimpin eksekutif secara sah, terbuka, dan demokratis.2 Namun 

belakangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 135/PUU‑XXII/2024 

yang menyatakan bahwa pemisahan pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif 

secara bertahap atau dipisahkan antara pemilu nasional dan daerah dipisahkan dapat 

diperbolehkan selama memenuhi syarat konstitusional.3 Putusan ini menjadi 

perubahan paradigma dari sistem serentak sejak Pemilu 2019, menunjukkan 

fleksibilitas Mahkamah dalam menafsirkan norma sesuai kebutuhan administrasi 

negara.4  

        Pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dianggap sebagai 

perjalanan pemilihan umum yang terbilang sangat buruk. Hal ini ditandai dengan 

kematian anggota KPPS yang mencapai hingga 894 jiwa dan 5.175 anggota KPPS 

mengalami sakit. Padahal nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 

yaitu mengamatkan untuk setidak-tidaknya memberikan jaminan perlindungan atau 

hak untuk hidup bagi masyarakat Indonesia.5 Hal ini dikarenakan KPPS harus 

melakukan pemungutan dan penghitungan terhadap 5 surat suara per pemilih. KPPS 

melakukan tugasnya di satu TPS (Tempat Pemungutan Suara). Jumlah maksimal 

pemilih setiap TPS nya sudah ditentukan dalam undang-undang KPU No 7 Tahun 

2017 yang mengatur bahwa pemilih yang berada di TPS tidak lebih dari 300 pemilih. 

Artinya bila dikalkulasi ada maksimal 1500 surat suara yang menjadi beban kerja 

 
     1 Putusan MK Nomor 157.143/PUU/PAN.MK/SPts/12/2023 (Jakarta, 2023). 

     2 Saldi Isra "Sistem Pemerintahan Indonesia: Studi Tentang Pergeseran Kekuasaan Eksekutif Dan 

Legislatif " (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 

     3 Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu 

     4 Titi Anggraini, “Pemilu Serentak Nasional-Lokal : Dampak Putusan MK No. 143/PUU-

XXI/2023 Terhadap Demokrasi Indonesia,” Konstitusi 21, no. 1 (2024). 

     5 Fikri Himawan, “Kelebihan Dan Kekurangan Pemilu Serentak Indonesia: Studi Kasus Terhadap 

Kematian Anggota KPPS Pada Pemilu Serentak 2019,” Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum 

Universitas Islam Indonesia 1, no. 4 (2023): 48–56. 
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KPPS pada Pemilu tahun 2019. Sedangkan jumlah KPPS di satu TPS berdasarkan 

Pasal 59 Undang-undang No. 7 tahun 2017 berjumlah 7 orang. Jadi masing-masing 

KPPS bertanggung jawab untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara 

maksimal 214-215 surat suara dan merupakan beban kerja bagi masing masing 

KPPS. Beban kerja KPPS termasuk juga berasal dari tekanan beberapa pihak, seperti 

adanya tekanan dari badan penyelenggara diatasnya dan peserta pemilu. Banyaknya 

surat suara yang harus dipungut dan dihitung oleh KPPS ini menyebabkan waktu 

kerja KPPS menjadi panjang, yaitu sekitar 18-24 jam pada saat penyelenggaraan 

Pemilu serentak 2019.6 

        Dari kenyataan tersebut, Yayasan Perludem sebagai pemohon dalam 

perkara ini mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Permohonan ini diajukan oleh 

Khoirunnisa Nur Agustyati dan Irmalidarti yang mewakili Perludem, dengan alasan 

bahwa desain pemilu serentak sebagaimana diatur dalam dua undang-undang 

tersebut tidak sesuai dengan prinsip efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas 

partisipasi pemilih. Para pemohon mendalilkan bahwa perlu adanya pemisahan 

antara pemilu nasional dan pemilu lokal agar proses demokrasi bisa berjalan lebih 

tertib dan substantif.7 

        Menanggapi permohonan tersebut, Kemudian dikeluarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai Pemisahan Pemilihan 

Umum Secara Nasional dan Daerah.8 Pemilu nasional mencakup Pemilihan Presiden, 

DPR, dan DPD. Sementara itu, pemilu daerah atau lokal terdiri dari Pemilihan 

Kepala Daerah, DPRD tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Jarak antara 

pelaksanaan pemilu lokal dan nasional adalah sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Amar 

putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu 

untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD tetap dilaksanakan 

secara serentak secara nasional. Namun, pemilu untuk memilih anggota DPRD 

provinsi dan kabupaten/kota dipisahkan dan dilaksanakan paling cepat 2 tahun dan 

paling lambat 2,5 tahun setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan 

 
     6 Kornelius Benuf, “Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan,” Jurnal Gema Keadilan 6, no. 

II (2019): 196–216, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/download/5871/3060. 

     7 Prayudi, “Agenda Pemilu Serentak: Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal,” Politica 7, 

no. 2 (2016): 200. 

     8 Mushaddiq Amir, “Keserentakan Pemilu 2024 Yang Paling Ideal Berdasarkan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” 23, no. 2 (2020): 115–131. 
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demikian, pemilu legislatif daerah akan dilaksanakan secara terpisah dari pemilu 

nasional mulai tahun 2029. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan bahwa masa 

jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan diperpanjang hingga 2031 untuk 

menyesuaikan dengan jadwal baru tersebut.9 

Jadi latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

XXII/2024 adalah adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu serentak yang 

diterapkan. Beberapa penelitian sebelumnya, termasuk dari LIPI dan Perludem, 

mengungkapkan bahwa model pemilu serentak lima kotak justru menimbulkan 

berbagai persoalan serius. Seperti beban kerja yang sangat tinggi bagi penyelenggara 

pemilu, fragmentasi informasi politik yang membingungkan pemilih, serta kelelahan 

luar biasa yang bahkan menyebabkan korban jiwa di kalangan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, tumpang tindih antara 

kepentingan nasional dan lokal dinilai menurunkan kualitas demokrasi, khususnya 

pada level daerah.10 

        Tujuan dari pemisahan jenis pemilu meliputi dua aspek, yaitu aspek 

penyelenggaraan serta pemilih, dan aspek proses pemilihan serta kualitas hasil yang 

diperoleh. Pada penyelenggaraan dan pemilih, pemisahan ini akan mengatasi 

masalah kompleksitas yang dihadapi oleh penyelenggara dan pemilih itu sendiri. 

Sementara di tingkat proses dan hasil, pemisahan itu akan memadukan masing-

masing sistem pemilu lokal dan nasional dalam satu visi dan misi yang jelas. Di 

tingkat lokal, pemilih dapat menilai para kandidat berdasarkan visi dan misi mereka, 

baik untuk posisi eksekutif (kepala daerah) maupun legislatif, hal yang sama juga 

berlaku di tingkat nasional. Diharapkan, dengan adanya pemisahan ini, pragmatisme 

dari pemilih dapat diminimalisir dan perhatian lebih dapat diarahkan pada visi dan 

misi dari setiap kandidat. Fungsi partai politik juga diharapkan dapat berfungsi 

dengan lebih efektif, karena perhatian mereka tidak akan terpecah seperti pada 

pemilu yang dilaksanakan secara bersamaan.11 

Putusan ini membawa harapan dampak positif yang cukup signifikan. Dari 

sisi teknis, pemisahan waktu pelaksanaan pemilu nasional dan lokal dinilai mampu 

mengurangi beban kerja penyelenggara, meminimalisasi potensi kelelahan petugas, 

 
     9 Ilham Dwi Rafiqi Sirajuddin, Febriansyah Ramadhan, “Urgensi Pemisahan Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Serentak Nasional Dan Lokal,” Volksgeist 4, no. 2 (2021): 271. 

     10 Indria Samego, Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Kompleksitas, Tantangan, Dan Implikasi 

(Jakarta: LIPI, 2020). 

     11 Ilham Dwi Rafiq Sirajudin, Febriyansyah Ramadhan, “Kebijakan Pemangkasan Struktur 

Birokrasi Di Indonesia,” Volkgeist 4, no. 2 (2021): 221–222. 
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serta meningkatkan efektivitas tata kelola administrasi pemilu. Selain itu, pemilih 

diharapkan dapat lebih fokus menilai kandidat lokal tanpa terdistraksi oleh isu-isu 

nasional. Beberapa ahli bahkan menyambut baik putusan ini karena dinilai sebagai 

langkah maju dalam memperkuat kualitas demokrasi, khususnya di tingkat daerah. 

Dengan adanya jeda waktu yang cukup antara pemilu nasional dan lokal, proses 

rekrutmen politik pun diharapkan menjadi lebih matang dan representatif.12 

        Namun demikian, pemisahan pemilu meskipun memberikan 

kemanfatan seperti dianggap mempermudah tata kelola administrasi dan 

meningkatkan kualitas partisipasi, berpotensi menimbulkan persoalan konsekuensi 

serius. Di antaranya adalah beban biaya tambahan untuk dua kali penyelenggaraan, 

memanjangnya periode kampanye politik, hingga kemungkinan polarisasi 

masyarakat yang lebih tajam.13 Persoalan tersebut menjadi dilema normatif yang 

memunculkan pertanyaan apakah kebijakan ini benar-benar membawa manfaat baru 

dan menjadi Solusi atas persoalan lama yang muncul akibat pemilu setrentak, atau 

malah menimbulkan ketidak maslahatan atau persoalan kerugian baru dari sisi lain, 

atau apakah kerugian baru bersifat lebih ringan atau justru lebih berat dari persoalan 

lama.  

 Pembahasan mengenai kemanfaatan dan dampak kerugian hukum 

menjadi bagian penting dari setiap pembuatan hukum. Hal ini karena secara filosofis 

hukum dibuat untuk mewujudkan tujuanya, yaitu untuk kepastian hukum, keadilan 

dan kemanfatan hukum, yang mana kemnfaatan hukum adalah menjadi salah satu 

dari 3 tujuan hukum yang harus dipenuhi. 

Penggalian nilai-nilai manfaat dari suatu hukum dan legitimasinya dari hukum 

agama, dalam hal ini adalah Putusan MK No. 135/PUU‑XXII/2024, sangat 

diperlukan untuk keperluan penerimaan masyarakat terhahap hukum, pembentukan 

pemahaman bagi mewujudkan kesadaran hukum dan motivasi peaksanaannya di 

tengah masyarakat. Hukum yang dipahami nilai manfaat atau segi positifnya oleh 

masyarakat diharapkan dapat memotivasi masyarakat untuk menjalankan Putusan 

tersebut. Lebih-lebih jika kemanfaatan itu memperoleh legitimasi dari teori 

kemanfatan yang dipromosikan oleh hukum agama, maka kekuatan penerimaanya 

oleh masyarakat diharapkan menjadi lebih kuat. Dengan demikian pencarian 

 
     12 Anggraini, “Pemilu Serentak Nasional-Lokal : Dampak Putusan MK No. 143/PUU-XXI/2023 

Terhadap Demokrasi Indonesia.” 

     13 M.A. Prof. DR. H. Mukhsin Nyak Umar, Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya 

Dengan Pembaharuan Hukum Islam (Aceh: Turats, 2017). 
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kemanfaatan hukum adalah menjadi bagian penting dalam pembangunan kesadaran 

hukum dan budaya hukum masyarakat. Urgensi pembangunan kesadaran dan budaya 

hukum masyarakat sendiri adalah karena keduanya merupakan satu kesatuan unsur 

sistem hukum yang paling sulit untuk merubahnya dibanding dua unsur hukum 

lainnya berupa peraturan hukum dan penegakan hukum. Peraturan sebaik apapun, 

penegakan hukum sebaik apapaun, tanpa kesadaran dan budaya hukum 

masyarakatnya maka implementasi suatu hukum tidak akan berjalan dengan baik. 

        Kajian kemanfaatan hukum juga memperoleh perhatian besar dalam 

hukum islam. Tujuan hukum islam secara keseluruhan telah memunculkan prinsip 

maqasid syariah yang dikenal dengan teori maslahah. Teori ini menekankan bahwa 

hukum islam itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia atau 

rahmat bagi seluruh alam. Teori hukum islam ini mempromosikan kemaslahatan 

hukum termasuk kemanfatan hukum. Teori maslahah menjadi sarana legitimasi 

semua kemaslahatan baru termasuk kemanfataan hukum-hukum yang diciptakan 

manusia yang tidak bertentangan dengan nilai kemaslahatan syariah Untuk menilai 

apakah kemanfatan Putusan Mahkamah Konsitusi itu sejalan dengan hukum islam 

juga dapat dipergunakan teori maslahah yang menawarkan kerangka etis untuk 

menilai kebijakan publik. Istilah maslahah mursalah muncul merujuk pada 

kemanfatan-kemanfatan baru yang dicipkana manusia, atau dalam hukum islam lebih 

popular diguakan istilah kemaslahatan (maslakhah),  yang tidak secara eksplisit 

disebut dalam teks syariah (nash). Wahbah Az‑Zuhaili memperluas pengertian ini 

dengan menyatakan bahwa maslahah mursalah adalah keputusan yang lahir dari 

pertimbangan rasional atas kebutuhan masyarakat ketika teks nash tidak 

mengaturnya langsung. 

Maslahah mursalah ini selanjutnya akan diuji apakah sejalan atau tidak 

bertentangan dengan kemaslahatan yng menjadi tujuan utama syariat (maqasid al 

syariah), jika sejalan maka akan diperoleh pengakuan atau legitimasi dari hukum 

islam, dan sebaliknya.14 Imam Al‑Ghazali mendeskripsikan maslahah sebagai segala 

hal yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat secara menyeluruh baik 

dalam kategori maslahah primer yang bersifat public dan fundamental (dharuriyyat), 

atau sekunder yang bersifat personal dan mejadi jalan keluar suatu kesulitan 

 
     14 Aminudin Slamet Widodo, Konsep Maslahah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya Dengan 

Pernikahan Sirri Di Indonesia, Malang, vol. 156, 2011. 
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perseorangan atau orang banyak (hajiyyat) dan tertier yang bersifat public atau 

personal namun sekedar sebagai pelengkap saja (tahsiniyyat).  

        Dengan menggunakan teori maslahah tersebut, pemisahan pemilu perlu 

dikaji secara lebih mendalam untuk menggali implikasi hukum dan praktisnya yang 

memberi kemanfatan-kemanfaatan baru bagi masyarakat : apa saja akibat hukum 

yang dapat ditimbulkannya, seperti perlunya perubahan regulasi  terkait pembiayaan 

dan pengawasan untuk menghindari konflik hukum: apakah kebijakan itu membawa 

maslahat praktis seperti efisiensi penyelenggaraan, akuntabilitas politik, dan kualitas 

demokrasi yang lebih tinggi: ataukah justru menimbulkan mudarat seperti 

fragmentasi legitimasi, penurunan keterlibatan publik, dan beban anggaran 

pemerintah yang tidak proporsional. Sehingga secara keseluruhan apat dikalkulasi 

bagaimana plus minus dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.   

Maka, penelitian mengenai konstruksi putusan tersebut dan plus minus 

implikasi hukum serta praktisnya penting dilakukan. Dengan menggunakan 

pendekatan yuridis-normatif dan teori maslahah, penelitian itu akan menelaah 

Putusan MK No. 135/PUU‑XXII/2024 secara sistematik untuk tujuan menilai sejauh 

mana keputusan tersebut sesuai dengan norma konstitusional serta membawa 

kemaslahatan nyata bagi masyarakat menurut cara pandang teori hukum islam. 

Penelitian ini dapat berkontribusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi bagi 

sosialisasi dan pemahaman hukum masyarakat dalam arah terealisasinya reformasi 

sistem pemilu Indonesia, menjembatani antara legalitas formal dan kesadaran hukum 

yang membawa maslahat dalam dunia public atau sosial-politik  

        Atas dasar latar belakanag di atas, Peneliti akan membahas lebih lanjut 

permasalahan tersebut dalam penelitian untuk penulisan skripsi yang berjudul 

“Analisis Putusan MK NO.135/PUU-XXII/2024 Mengenai  Pemisahan Pemilu 

Nasional dan Daerah Perspektif Teori Maslahah” 

2. Rumusan Masalah  

a. Bagaimana kontruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Tentang 

Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah ? 

b. Bagaimana implikasi nilai manfaat putusan tersebut dalam kehidupan sosial dan 

politik? 

c. Bagaimana Pemisahan Pemilu Nasional dan daerah ditinjau dari prinsip 

Maslahah Mursalah? 
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3. Tujuan Penelitian  

a. Untuk Menganalisis kontruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 

Tentang Pemisahan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah. 

b. Untuk Menganalisis implikasi nilai manfaat putusan tersebut  dalam kehidupan 

sosial dan politik. 

c. Untuk Mengkaji Pemisahan Pemilu nasional dan daerah ditijau dari prinsip 

Maslahah Mursalah. 

4. Kegunaan Penelitian  

a. Manfaat Teoritis 

1. Bagi akademisi dan peneliti hukum Islam dan tata Negara. 

Memberikan kontribusi ilmiah dalam mengembangkan kajian tentang 

penerapan prinsip maslahah dalam sistem ketatanegaraan, khususnya 

kebijakan pemilu. 

B. Bagi lembaga pendidikan tinggi. 

Menjadi sumber referensi dalam pengembangan studi hukum Islam 

dan hukum tata negara, dengan pendekatan teoritis yang mengintegrasikan 

nilai-nilai keislaman 

1. Bagi mahasiswa hukum dan studi keislaman. 

Menambah literatur dan wawasan dalam menyusun skripsi, makalah, 

atau tesis yang mengkaji hukum positif dalam perspektif maslahah.15 

b. Manfaat Praktis 

a. Bagi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu). 

Memberikan dasar normatif dan etis dalam mengimplementasikan 

kebijakan pemilu yang responsif terhadap kebutuhan publik. 

b. Bagi pembentuk undang-undang dan Mahkamah Konstitusi. 

Menjadi rujukan dalam menimbang dan memutuskan kebijakan 

hukum yang tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga membawa 

maslahat publik. 

c. Bagi masyarakat umum dan pemilih. 

Memberi pemahaman yang lebih luas terkait implikasi perubahan 

pemilu terhadap hak-hak konstitusional mereka. 

 

 
     15 Wahbah Al-Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Jakarta: Gema insani press, 2011), 123-135. 
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5. Kerangka Teoritik 

a. Teori Tujuan Hukum 

Teori tujuan hukum menjelaskan arah dan maksud keberadaan hukum 

dalam kehidupan masyarakat. Salah satu teori yang paling dikenal dikemukakan 

oleh Gustav Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan 

utama, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit), dan 

kemanfaatan (Zweckmäßigkeit).16 Keadilan menekankan pada perlakuan yang 

adil dan proporsional bagi setiap orang. Kepastian hukum berfungsi untuk 

menjamin keteraturan dan kejelasan norma agar hukum dapat diterapkan secara 

konsisten. Sementara itu, kemanfaatan mengarah pada fungsi hukum dalam 

memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.17 Ketiga tujuan tersebut idealnya 

berjalan seimbang, meskipun dalam praktiknya sering kali terjadi tarik-mena 

antara satu tujuan dengan tujuan lainnya. 

b. Teori Maslahah. 

Teori ini berasal dari hukum Islam, yang memandang suatu kebijakan 

sah jika membawa kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan 

syariat. Menurut Al-Ghazali, maslahah adalah segala hal yang menjaga lima 

pokok kebutuhan hidup (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Jika 

pemisahan pemilu menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat, 

maka secara prinsip bertentangan dengan nilai maslahah mursalah.18Imam 

Ghazali membagi maslahah menjadi 3: mu’tabartah, mulghah dan mursalah.  

1. Maslahah Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang diakui, diterima, dan 

dijadikan dasar pertimbangan oleh syariat karena terdapat dalil yang 

menunjukkan keberadaannya, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga 

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 

2. Maslahah Mulghah adalah kemaslahatan yang menurut pertimbangan 

akal manusia tampak membawa manfaat atau kebaikan, tetapi tidak dapat 

dijadikan dasar hukum karena telah ditolak oleh syariat melalui dalil yang 

 
     16 Taufiqurrohman Syahuri Afdhali Dino Rizka, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari 

Perspektif Teori Tujuan Hukum,” Jakarta 6, no. 2 (2023): 555–561, https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078. 

     17 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Cet. ke-9, Liberty, Yogyakarta, 

2008, hlm. 77. 

     18 Duski Ibrahim, "Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)" 2019, 70-77. 

https://doi.org/10.56301/csj.v6i2.1078
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jelas. Oleh karena itu, kemaslahatan ini tidak memiliki kekuatan hukum 

meskipun dianggap bermanfaat oleh sebagian orang. 

3. Maslahah Mursalah adalah kemaslahatan yang tidak memiliki dalil 

khusus yang secara tegas memerintahkan atau melarangnya, namun 

keberadaannya sejalan dengan tujuan umum syariat dan diperlukan untuk 

mewujudkan kemanfaatan serta mencegah kemudaratan dalam kehidupan 

masyarakat. Karena itu, kemaslahatan ini dapat dijadikan pertimbangan 

dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-

prinsip syariat. 

Wahbah Az‑Zuhaili juga menguraikan pembagian demikian dan 

menjelaskan bahwa maslahah mursalah adalah keputusan yang lahir dari 

pertimbangan rasional atas kebutuhan masyarakat ketika teks nash tidak 

mengaturnya langsung. 

Dalam kerangka hukum Islam, fenomena perubahan hukum negara 

seperti Putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024 sebagai 

maslahah mursalah dapat dianalisis dengan teori maslahah. Istilah ini 

merujuk pada kemaslahatan yang tidak disebut oleh nash syar’i, tetapi tidak 

pula dilarang olehnya, dan bersifat relevan serta universal dalam konteks 

kemaslahatan umat manusia. Dalam perspektif ini, pemisahan pemilu dapat 

dinilai berdasar teori maslahah apakah kebijakan itu membawa manfaat nyata 

(misalnya penyelesaian logistis, partisipasi lebih bermakna) atau malah 

menimbulkan kemudaratan yang lebih besar (misalnya meningkatnya beban 

fiskal, legitimasi politik menurun). 

Teori maslahah juga mensyaratkan bahwa kemaslahatan dari suatu 

maslahah mursalah tersebut haruslah bersifat riil dan universal, tidak 

spekulatif, serta tidak bertentangan dengan norma syariah lainnya. Perspektif 

ini menjadi sangat relevan dalam menilai apakah keputusan MK menegakan 

kemaslahatan umum atau justru menciptakan mudarat baru terhadap stabilitas 

demokrasi. 

Banyak persoalan yang bias dikategorikan Maslahah Mursalah. 

artinya persoalan baru itu memang mengandung maslahat dan dibutuhkan 

manusia dalam membangun kehidupan mereka. Seiring dengan perjalanan 

waktu, hal ini akan terus berlangsung sepanjang masa dengan berbagi 

perbedaan latar belakang sosial budaya. Dengan demikian, untuk mengkaji 
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persoalan ini tidak lain tentulah Teori yang digunakan dengan Teori 

maslahah.19 

 

6. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat 

banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, 

jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap 

penelitian ini: 

N

o. 

Judul 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan dan Perbedaan 

1

.  

Rekon

struksi Hak 

Memilih 

dalam 

Perspektif 

Kaidah 

Mashlahah 

Mursalah di 

Indonesia 

Penelitian 

ini menyoroti 

urgensi 

rekonstruksi hak 

memilih 

berdasarkan 

mashlahah 

mursalah akibat 

menurunnya 

partisipasi 

pemilih dalam 

pemilu dengan 

menggunakan 

metode Yuridis 

normatif dengan 

pendekatan 

undang-undang, 

konseptual, dan 

kasus. 

 

Persamaan: 

Terletak pada pendekatan 

teoritis yang digunakan, yaitu sama-

sama mengkaji isu hukum tata negara 

dengan menggunakan kaidah maslahah 

mursalah dalam perspektif hukum 

Islam. Keduanya juga mengangkat 

tema besar seputar pemilihan umum 

sebagai bagian dari hak politik rakyat 

dan sarana untuk mewujudkan nilai-

nilai demokrasi yang sesuai dengan 

kemaslahatan publik. Selain itu, 

pendekatan penelitian yang digunakan 

juga bersifat normatif, dengan 

menelaah peraturan perundang-

undangan, putusan Mahkamah 

Konstitusi, dan prinsip-prinsip hukum 

Islam sebagai landasan utama analisis. 

Perbedaan : 

Pada penelitian terdahulu 

membahas hak memilih secara umum 

dalam sistem demokrasi Indonesia 

 
     19 Aminudin Aminudin, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, “Perdebatan Para Mujtahid 

Tentang Teori Mashlahah Mursalah,” Medan 2, no. 2 (2024): 67–73. 
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dengan pendekatan maslahah mursalah 

secara konseptual dan teoritis. 

Sementara Penelitian ini fokus pada 

analisis pemisahan pemilu legislatif 

dan eksekutif berdasarkan Putusan MK 

No. 135/PUU-XXII/2024 secara 

kontekstual dan aplikatif. Penelitian 

terdahulu tidak mengkaji putusan 

tertentu, sedangkan Penelitian ini 

menjadikan putusan MK sebagai objek 

utama.20 

2

.  

Penga

wasan 

Partisipatif 

Pemilihan 

Umum: 

Kajian 

Perspektif 

Tujuan 

Hukum dan 

Maslahah 

Mursalah 

Kajian ini 

meneliti praktik 

pengawasan 

partisipatif oleh 

Bawaslu Salatiga 

dalam Pemilu 

2019, dianalisis 

melalui teori 

tujuan hukum 

(Radbruch) dan 

maslahah 

mursalah. Dengan 

metode Kualitatif 

empiris, dengan 

wawancara 

langsung dan 

observasi 

lapangan. 

 

Persamaan: 

Sama-sama menggunakan 

pendekatan maslahah mursalah sebagai 

kerangka teori utama dalam 

menganalisis isu-isu kepemiluan. 

Keduanya juga bertujuan untuk 

mengevaluasi kebijakan pemilu di 

Indonesia dengan mempertimbangkan 

kemaslahatan publik, serta mengaitkan 

hukum Islam dengan dinamika 

demokrasi.  

Perbedaan : 

Penelitian terdahulu membahas 

pengawasan partisipatif oleh 

masyarakat, sedangkan penelitian 

sekarang membahas struktur dan 

kebijakan pemilu berdasarkan putusan 

MK. Meskipun keduanya 

menggunakan pendekatan maslahah 

 
     20 Muhammad Addi Fauzani Aldinto Irsyad Fadhlurahman, “Rekontruksi Hak Memilih Dalam 

Prespektif Kaidah Mashlahah Mursalah Di Indonesia (Tinjauan Dalam Prespektif Hubungan Rakyat Dengan 

Negara Dari Segi Filsafat Hukum Islam),” Yogyakarta 4, no. 2 (2020): 79–94. 



 

12 

mursalah, objek dan arah analisisnya 

berbeda.21 

3

. 

Urgen

si Pemisahan 

Penyelenggar

aan Pemilihan 

Umum 

Serentak 

Nasional dan 

Lokal 

Penelitian 

ini mengevaluasi 

Pemilu Serentak 

2019 dan 

mengusulkan 

pemisahan antara 

pemilu nasional 

(Presiden, DPR, 

DPD) dan pemilu 

lokal (kepala 

daerah, DPRD), 

dengan jeda 

waktu 1,5–2 

tahun. Dengan 

metode Yuridis 

normatif, 

menggunakan 

pendekatan 

perundang-

undangan dan 

konseptual. 

Persamaan: 

sama-sama mengkaji 

permasalahan hukum dengan bertumpu 

pada norma-norma tertulis seperti 

peraturan perundang-undangan, 

konstitusi, dan putusan pengadilan. Di 

samping itu, keduanya juga 

menggunakan pendekatan konseptual, 

yakni dengan menelaah teori-teori 

hukum dan konsep dasar dalam ilmu 

hukum untuk mendukung argumen 

yang disusun. Dengan kata lain, baik 

penelitian umum yuridis normatif 

maupun penelitian tentang pemisahan 

pemilu dalam perspektif maslahah 

mursalah sama-sama bersifat teoritis 

dan normatif. 

Perbedaan: 

penelitian yuridis normatif 

pada umumnya hanya terbatas pada 

kajian hukum positif, seperti undang-

undang dan putusan pengadilan, serta 

tidak selalu mengaitkan dengan nilai-

nilai filosofis atau keagamaan. 

Sementara itu, penelitian tentang 

pemisahan pemilu legislatif dan 

eksekutif berdasarkan Putusan MK 

No.135/PUU-XXII/2024 memiliki 

kekhususan karena selain 

menggunakan pendekatan normatif 

 
     21 Muhammad Tajuddin Ulya and Muhammad Chairul Huda, “Pengawasan Partisipatif Pemilihan 

Umum: Kajian Perspektif Tujuan Hukum Dan Maslahah Mursalah,” Salatiga 14, no. 1 (2022): 108–129. 



 

13 

dan perundang-undangan, juga 

menggabungkannya dengan 

pendekatan maslahah mursalah, yaitu 

pendekatan dalam hukum Islam yang 

menilai apakah suatu kebijakan 

membawa kemanfaatan public.22 

 

4

. 

Analis

is Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

135/PUU-

XXII/2024 

tentang 

Pemisahan 

Pemilu 

Nasional dan 

Pemilu 

Daerah 

Perspektif 

Siyasah 

Dusturiyah 

Penelitian 

ini mengkaji 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

135/PUU-

XXII/2024 

dengan 

menggunakan 

metode penelitian 

yuridis normatif 

melalui perspektif 

fiqh siyasah 

dusturiyah. Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa pemisahan 

pemilu nasional 

dan pemilu daerah 

dinilai dapat 

meningkatkan 

efektivitas 

penyelenggaraan 

pemilu, namun 

juga 

Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang penulis lakukan 

terletak pada objek kajian yang sama, 

yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 135/PUU-XXII/2024, serta 

sama-sama menggunakan metode 

penelitian hukum normatif. Adapun 

perbedaannya terletak pada pisau 

analisis yang digunakan. Penelitian 

Apwan Riadi Parapat dan Khalid 

menggunakan perspektif fiqh siyasah 

dusturiyah, sedangkan penelitian ini 

menggunakan teori maslahah untuk 

menganalisis kemaslahatan yang 

ditimbulkan oleh putusan tersebut. 

 
     22 M. Najibur Rohman and Daud Rismana, “Kebijakan Pemangkasan Struktur Birokrasi Di 

Indonesia,” Purwokerto : Vol 4, no. 2 (2021): 221–222. 
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menimbulkan 

perdebatan 

mengenai 

perluasan peran 

Mahkamah 

Konstitusi sebagai 

positive legislator. 

5

. 

Analis

is Yuridis 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

135/PUU-

XXII/2024 

terhadap 

Pemisahan 

Penyelenggar

aan Pemilihan 

Umum di 

Indonesia 

Penelitian 

ini berfokus pada 

analisis yuridis 

terhadap 

implikasi Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

135/PUU-

XXII/2024 

terhadap sistem 

penyelenggaraan 

pemilu di 

Indonesia. Hasil 

penelitian 

menyimpulkan 

bahwa pemisahan 

pemilu berpotensi 

meningkatkan 

efektivitas 

penyelenggaraan 

pemilu dan 

kualitas 

demokrasi, tetapi 

juga memerlukan 

harmonisasi 

regulasi, 

Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini terletak pada 

objek penelitian yang sama, yaitu 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

135/PUU-XXII/2024, serta sama-sama 

menggunakan penelitian hukum 

normatif. Perbedaannya adalah 

penelitian tersebut lebih 

menitikberatkan pada implikasi yuridis 

terhadap sistem ketatanegaraan dan 

penyelenggaraan pemilu, sedangkan 

penelitian ini mengkaji implikasi 

putusan dari perspektif teori maslahah 

untuk menilai apakah putusan tersebut 

telah mencerminkan nilai-nilai 

kemaslahatan sesuai tujuan syariat 

Islam. 
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penyesuaian 

kelembagaan, 

serta kesiapan 

anggaran negara. 



 

16 

 

         Urgensi Penelitian ini terdapat pada perbedaan fokus dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. Penelitian terdahulu mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

135/PUU-XXII/2024 lebih banyak membahas implikasi putusan terhadap sistem 

ketatanegaraan, desain penyelenggaraan pemilu, efektivitas demokrasi, maupun aspek 

hukum tata negara secara normatif. Sementara itu, kajian mengenai posisi MK yang 

dianggap sebagai positif legislator dan kajian analisis putusan tersebut menggunakan 

perspektif teori maslahah, sangat terbatas dan belum pernah dibahas. 

        Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian tersebut 

dengan menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dan implikasi putusan 

berdasarkan teori maslahah mursalah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi akademik berupa pengembangan kajian hukum tata negara yang 

dipadukan dengan perspektif hukum Islam, sekaligus memberikan sudut pandang baru 

mengenai sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 

mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. 

 

7. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada 

analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-

undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, tanpa melakukan penyelidikan 

terhadap praktik hukum itu di tengah masyarakat yang menjadi wilayah studi 

hukum empiris. Data yang dianalisis bersumber dari bahan hukum primer dan 

sekunder maupun tertier guna memahami hukum sebagai kaidah normatif dalam 

sistem hukum nasional.  

b. Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan teori 

hokum islam maslahah, untuk menelaah regulasi tentang sistem pemilu, seperti 

Pasal 22E UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi 

(Putusan No. 135/PUU-XXII/2024) serta pendekatan konseptual yang mengkaji 

teori tujuan hukum, dan maslahah mursalah sebagai dasar filosofis dalam melihat 

keterkaitan antara hukum, nilai kemaslahatan, dan praktik demokrasi di Indonesia. 



 

17 

 

c. Sumber Bahan Hukum 

Secara detail, data-data yang akan dikumpulkan terbagi ke dalam 2 (dua) jenis, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bahan Hukum Primer. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer ialah ; 

a) Buku ushul Fiqih yang membahas Maslahah mursalah. 

b) Undang-Undang Dasar 1945. 

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

d) Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan No. 135/PUU-XXII/2024). 

e) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

2. Bahan Hukum Sekunder. 

Dalam hal mendukung untuk memahami bahan hukum primer, nahan 

hukum sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut : 

a. Sumber literatur ilmiah dari buku, jurnal, tesis, skripsi, maupun website 

yang relevan sebagai data-data penguat atau pendukung dari bahan hukum 

primer. 

b. Doktrin dari pakar hukum mengenai Maslahah Mursalah dalam Pemisahan 

Pemilihan umum Eksekutif dan Legislatif. 

3. Bahan Hukum Tersier. 

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum 

lainnya. Berikut bahan-bahan hukum tersier: 

A. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 

B. Kamus Hukum yang berfungsi sebagai penjelas pada istilah-istilah hukum. 

C. Kampus Besar Bahasa Ingrris. 

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. 

        Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode studi 

kepustakaan hukum (normative legal research), yang didapat berbagai kumpulan 

aturan-aturan hukum yang berlaku, doktrin, pendapat para ahli hukum, dengan 

melihat pelaksanaan pemilu serentak sebelumnya sebagai dasar untuk menganalisis 
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maslahah dari Putusan MK No.135/PU-XXII/2024 mengenai Pemisahan pemilu 

dalam Hukum Islam.23 

e. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa menggunakan Interprestasi dan Kontruksi data dalam Penelitian 

ini adalah penelitian analisis deskriptif-kualitatif dan Preskriptif. Pengumpulan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan penafsiran terhadap 

bahan-bahan hukum yang sudah diolah.24 yang kemudian ditelaah dan dipaparkan 

melalui kajian deskriptif pada hasil dan pembahasan penelitian. Dengan analisis 

deskriptif-kualitatif penelitian ini menggambarkan atau memaparkan bahan-bahan 

hukum dan penafsirannya secara mendalam melalui yang didiskripsi dengan 

kalimat-kalimat. Selanjutnya melalui analisis preskriptif peneliti memberikan 

penilaian, argumentasi normatif, dan menyimpulkan status hukum rekomendasi 

tentang kontruksi Hukum Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 Tentang 

Pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah dan implikasi nilai manfaat 

putusan tersebut dalam kehidupan sosial dan politik perspektif teori maslahah 

mursalah. 

8. Sistematika Penulisan 

Terdapat (5) lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini,  di mana setiap 

bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata 

dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya: 

BAB I Pendahuluan, bagian ini mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian serta sistematika penulisan. 

 BAB II Landasan Teoritis, Bab ini membahas landasan teori dan konsep yang 

digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi teori tujuan 

hukum (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan), konsep pemilu nasional dan 

pemilu daerah, kewenangan Mahkamah Konstitusi, serta teori maslahah dalam hukum 

Islam beserta prinsip-prinsip penerapannya. 

 
     23 Soerjono, Soekamto, and Sri Mamudji, “Hukum Normatif" Jakarta: Rajawali Pers, 2020 : 38-43  

     24 Nina Andriana, “Pemilu Dan Relasi Eksekutif Dan Legislatif General Election And Execekutive-

Legislative Relation,” Jakarta 11, no. 10 (2014): 116. 
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        BAB III Hasil Penelitian, Hasil penelitian mendiskripsikan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pelaksanaan 

pemilu nasional dan pemilu daerah, serta implikasi nilai kemanfaatan putusan tersebut 

dalam kehidupan sosial dan politik perspektif maslahah mursalah.        

       BAB IV Pembahasan Penelitian, berisi mengenai analisis hasil penelitian 

tentang Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024  mengenai 

pemisahan pemilihan umum nasional dan daerah perspektif maslahah mursalah. 

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan konstruksi isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, 

Mahkamah melakukan penafsiran konstitusional terhadap prinsip keserentakan pemilu dalam 

Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 dengan menegaskan bahwa keserentakan tidak harus 

dimaknai sebagai penyelenggaraan seluruh jenis pemilihan dalam waktu yang bersamaan. 

Berangkat dari berbagai persoalan empiris yang muncul dalam Pemilu 2019 dan 2024, seperti 

tingginya beban kerja penyelenggara, menurunnya kualitas partisipasi pemilih, melemahnya 

kaderisasi partai politik, serta terabaikannya isu pembangunan daerah, Mahkamah membangun 

desain baru sistem pemilu melalui pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. 

Pemilu nasional diarahkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD, 

sedangkan pemilu daerah ditujukan untuk memilih DPRD dan kepala daerah. Konstruksi 

tersebut menunjukkan bahwa putusan ini tidak hanya menyelesaikan persoalan normatif yang 

diajukan pemohon, tetapi juga membentuk arah baru sistem demokrasi elektoral Indonesia yang 

bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi, efektivitas penyelenggaraan pemilu, penguatan 

kelembagaan partai politik, serta optimalisasi representasi kepentingan daerah dalam kerangka 

kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. 

Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah sebagaimana diatur dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa implikasi yang luas terhadap 

sistem demokrasi, ketatanegaraan, dan pemerintahan di Indonesia. Dari sisi positif, kebijakan 

ini berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat, memperkuat kaderisasi 

partai politik, mengurangi kompleksitas penyelenggaraan pemilu, memperjelas fokus antara isu 

nasional dan daerah, serta mendukung efektivitas pembangunan dan sistem presidensial. 

Namun demikian, pemisahan pemilu juga menimbulkan sejumlah tantangan, seperti 

meningkatnya kebutuhan anggaran, potensi polarisasi politik yang lebih panjang, beban 

koordinasi penyelenggara pemilu, serta perlunya harmonisasi berbagai peraturan perundang-

undangan terkait masa jabatan pejabat daerah dan desain penyelenggaraan pemilu. Oleh karena 

itu, keberhasilan implementasi putusan ini sangat bergantung pada kesiapan regulasi, 

kelembagaan penyelenggara, partai politik, dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya 

sistem demokrasi yang lebih efektif, berkualitas, dan berkelanjutan. 
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Berdasarkan teori maslahah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-

XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dapat dikategorikan sebagai 

maslahah mursalah karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum yang tidak diatur secara 

eksplisit dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Pemisahan pemilu dinilai lebih 

banyak menghasilkan manfaat daripada kemudaratan, antara lain meningkatkan kualitas 

partisipasi politik, memperkuat kaderisasi partai politik, memperjelas fokus isu nasional dan 

daerah, melindungi keselamatan penyelenggara pemilu dari beban kerja berlebihan, serta 

mendorong lahirnya pemimpin yang lebih berkualitas. Meskipun terdapat risiko berupa 

peningkatan biaya penyelenggaraan, kebutuhan harmonisasi regulasi, dan potensi polarisasi 

politik yang lebih panjang, risiko tersebut masih dapat diminimalkan melalui kebijakan dan tata 

kelola yang tepat. Oleh karena itu, ditinjau dari prinsip jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid, 

Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki orientasi kemaslahatan yang lebih besar 

daripada kemudaratannya serta sejalan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga jiwa 

(hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan kemaslahatan publik secara luas. Oleh karena itu, langkah 

pemisahan pemilu ini sebagai bentuk maslahah (kemaslahatan) bagi keberlangsungan negara 

yang sesuai dengan teori maslahah.  

 

B. Saran 

B. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) 

DPR dan Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi dan revisi terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan 

pemerintahan daerah, khususnya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, dan 

Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Penyesuaian tersebut penting untuk memberikan 

kepastian hukum mengenai jadwal penyelenggaraan pemilu, masa jabatan kepala daerah dan 

anggota DPRD, serta mekanisme transisi menuju sistem pemilu yang baru sebagaimana 

diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. 

C. Bagi Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) 

Penyelenggara pemilu perlu mempersiapkan desain penyelenggaraan yang lebih efektif 

dan terintegrasi untuk menghadapi pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. 

Persiapan tersebut meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan logistik 

yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pendidikan pemilih 

guna memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu tetap terjaga dan risiko administratif 
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dapat diminimalkan. 

D. Bagi Partai Politik 

Partai politik perlu memanfaatkan jeda waktu antara Pemilu Nasional dan Pemilu 

Daerah untuk memperkuat kaderisasi, pendidikan politik, dan rekrutmen calon secara lebih 

sistematis dan berbasis merit. Dengan demikian, pemisahan pemilu tidak hanya menjadi 

perubahan teknis penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan 

kualitas kepemimpinan politik dan memperkuat demokrasi substantif. 

E. Bagi Masyarakat dan Pemilih 

Masyarakat perlu meningkatkan literasi politik dan kesadaran demokrasi agar dapat 

memanfaatkan pemisahan pemilu untuk melakukan penilaian yang lebih rasional terhadap 

calon dan program yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat juga perlu menjaga persatuan 

dan kohesi sosial guna menghindari polarisasi politik yang berpotensi berlangsung lebih 

panjang akibat pemisahan siklus pemilu. 

F. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan kajiannya dalam perspektif teori maslahah. 

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji aspek implementatif 

pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, termasuk dampaknya terhadap sistem 

kepartaian, efektivitas pemerintahan daerah, perilaku pemilih, serta kualitas demokrasi 

setelah kebijakan tersebut diterapkan pada Pemilu Tahun 2029. 
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